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KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya berbagai tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontoharu Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.
LAKIP yang disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kecamatan Bontoharu Tahun 2025 dalam rangka mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan Bontoharu telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Kecamatan Bontoharu Tahun 2025.
Matalalang,	2026
CAMAT BONTOHARU,
A.BATARA GAU,SE
Pangkat : Pembina
NIP. 197505292010011008
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A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

LAKIP KECAMATAN BONTOHARU TAHUN 2025
10

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,	akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontoharu disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kecamatan Bontoharu.
Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan LAKIP untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Bontoharu. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dalam lampiran Instruksi Presiden

Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya LAKIP Kecamatan Bontoharu Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (Satu) Tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Adapun tujuan penyusunan LAKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Bontoharu. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Gambaran Umum Kecamatan Bontoharu
1. Struktur Pemerintah Kecamatan Bontoharu
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretariat, meliputi :
1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan.

Secara rinci Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Bagan Berikut dibawah ini :
[bookmark: Struktur Organisasi Kecamatan]Struktur Organisasi Kecamatan
KASI PEMBERD.  MASY. DESA DAN KELURAHAN
KASI  KESEJAHTERAAN SOSIAL
KASI EKONOMI  DAN  PEMBANGUNAN
KASI KETENTRAMAN  DAN KETERTIBAN UMUM

KASI TATA  PEMERINTAHAN
KASUBAG PROGRAM DAN  KEUANGAN
KASUBAG UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN  HUKUM
S E K C A M
C A M A T


2. Tugas Pokok dan Fungsi
Pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Selayar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :
Ayat (1) : Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
Ayat (2) : Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan paraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Selayar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :
a. Camat
1. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.]
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat menyelenggarakan fungsi:
a) perumusan	kebijakan	urusan	pemerintahan	bidang urusan otonomi daerah;
b) pelaksanaan	kebijakan	urusan	pemerintahan	bidang otonomi daerah;
c) pelaksanaan	evaluasi	dan	pelaporan	urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
d) pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
b. Sekretaris Camat
1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan	tugas	kedinasan	lain	sesuai	bidang tugasnya.
c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Kepala			Sub		Bagian	Umum,	Kepegawaian	dan	Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan	dan	melakukan		urusan	 ketatausahaan,		administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah		tangga,	mengelola	administrasi	kepegawaian		serta Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan.
d. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan Penyusunan Program dan anggaran pengelolaan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
g. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
h. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
i. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
3. Sumber daya
Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kecamatan Bontoharu sebanyak 23 orang yang terdiri dari PNS 13 orang,Tenaga kontrak 10 orang, Pol PP 0 orang, untuk lengkapnya dapat
Tabel I.1.   Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontoharu

	NO.
	PEGAWAI
	JUMLAH (ORANG)
	%

	1.
	PNS
	13
	56,52

	2.
	PTT
	10
	43,48

	3.
	Pol. PP
	0
	0

	
	JUMLAH
	23
	100



Berdasarkan jabatan struktural, kondisi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel I.2. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontoharu menurut Jenjang Jabatan
	NO.
	JABATAN/STAF
	JUMLAH
(ORANG)
	%

	1.
	Eselon III/a
	1
	7,7

	2.
	Eselon III/b
	1
	7,7

	3.
	Eselon IV/a
	5
	38,46

	4.
	Eselon IV/b
	2
	15,38

	5.
	Jabatan Pengadministrasi
	4
	30,76

	
	JUMLAH
	13
	100



Berdasarkan pangkat/golongan, kondisi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel I.3. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontoharu menurut Pangkat/Golongan
	NO.
	GOLONGAN
	JUMLAH
(ORANG)
	%

	1.
	IV
	2
	15,38

	2.
	III
	11
	84,62

	3.
	II
	-
	-

	4.
	I
	-
	-

	
	JUMLAH
	13
	100



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan Bontoharu, maka status pendidikan dengan Strata-2 sebesar – 17 %, Strata-1 sebesar 76 , 93 %, Sarjana Muda 0 % sedangkan tingkat SLTA sebesar 15,37 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel, berikut :
Tabel I.4. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontoharu menurut Pendidikan
	NO.
	PENDIDIKAN
	JUMLAH (ORANG)
	%

	1.
	Strata-2 (S2)
	1
	7,7

	2.
	Strata-2 (S1)
	10
	76,93

	3.
	Sarjana Muda (D3)
	-
	-

	4.
	SLTA/SMK
	2
	15,37

	5.
	SLTP
	-
	-

	
	JUMLAH
	13
	100



Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan  Bontoharu  juga  telah  diberikan  kewenangan  untuk
mengelola aset daerah sekaligus merupakan fasilitas kerja bagi aparat

pemerintah di kecamatan.
Sampai dengan periode 31 Desember 2025, Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Kecamatan Bontoharu senilai Rp.2.664.276.597,- yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, bangunan air/irigasi dan aset tetap lainnya.
Tabel I.5.  Rekapitulasi Barang Milik Daerah Kecamatan Bontoharu per 31 Desember 2025
	NO.
	KODE
	NAMA BARANG
	NILAI (Rp.)

	1.
	01
	
	Tanah
	600.000.000

	2.
	02
	
	Peralatan Mesin
	749.296.000

	
	02
	08
	Alat-alat Kedokteran
	-

	
	02
	09
	Alat-alat Laboratorium
	-

	
	02
	10
	Alat-alat Komputer
	117.683.000

	
	02
	05
	Alat Pertanian
	-

	
	02
	06
	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	259.117.000

	
	02
	07
	Alat Studio dan Komunikasi
	51.650.000

	
	02
	15
	Alat Keselamatan kerja
	25.000.000

	
	02
	03
	Alat-alat Angkutan
	287.916.000

	
	02
	04
	Alat Bengkel dan Alat Ukur
	7.900.000

	3.
	03
	
	Gedung dan Bangunan
	1.802.805.597

	
	03
	11
	Bangunan Gedung
	1.802.805.597

	
	03
	12
	Monumen
	-

	4.
	04
	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	-

	
	04
	16
	Jaringan
	-

	
	04
	13
	Jalan dan Jembatan
	-

	
	04
	04
	Bangunan air / Irigasi
	-

	
	04
	05
	Instalasi
	-

	5.
	05
	
	Aset Tetap
	

	
	05
	17
	Buku dan Perpustakaan
	

	
	05
	18
	Barang Bercorak Kebudayaan
	

	
	05
	19
	Hewan dan Ternak serta tanaman
	

	6.
	06
	
	Konstruksi dalam Pengerjaan
	

	7.
	07
	
	Aset Tetap Lainnya
	111.575.000



Sebagai perangkat daerah, Kantor Kecamatan Bontoharu juga mengelola keuangan daerah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam tahun anggaran 2025, alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Bontoharu sebesar Rp. 3.184.821.900,- (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Sembilan Ratus Rupiah).

D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Identifikasi	Permasalahan	Berdasarkan	Tugas	dan	Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontoharu

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bontoharu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontoharu, maka beberapa permasalahan yang berkembang dan harus dihadapi dan diselesaikan Kecamatan Bontoharu 5 (lima) tahun ke depan antara lain:
1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Desa dan Kelurahan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan permasalahan

terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bontoharu dalam tugas dan fungsi pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:
1. Seksi Tata Pemerintahan
a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa/ Kelurahan;
b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa/Kelurahan.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a. Kurangnya pengetahuan SDM di Desa dalam pengelolaan APBDesa;
b. Kurangnya tenaga ahli untuk operator keuangan di Desa;
c. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai PNS guna mendukung pelaksanaan tugas pokok;
d. Belum	adanya	kendaraan	operasional	guna	mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Kecamatan Bontoharu. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :
1. SIPD Perencanaan
2. SIPD Penatausahaan
3. Pengumuman RUP pada SIRUP
Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang dioperasikan oleh masing-masing SKPD sehingga dapat diketahui progres perencanaan dan penyerapan anggaran daerah.
Melalui aplikasi ini bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan sesuai rencana khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD.

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontoharu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :
Rumusan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan Rencana strategis Kecamatan Bontoharu adalah:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik,partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien.
Sementara Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan,Adapun sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauaan Selayar 2025-2029 yang kemudian diimplementasiken dalam Renstra Kecamatan Bontoharu 2025-2029 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:
Misi 1: Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif,
memiliki tujuan:
1. Meningkatkan birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif di Kecamatan Bontoharu, dengan sasaran berikut:
· Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bontoharu.
Misi 4: Meningkatkan Pengelolaan sumber daya perdesaan, memiliki tujuan:
2. Meningkatkan status Desa di Kecamatan Bontoharu, dengan sasaran berikut ini:
· Meningkatnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontoharu
· Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa di Kecamatan Bontoharu.
Misi 6: Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial,Budaya dan Agama, memiliki tujuan:
3. Meningkatkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju di Kecamatan Bontoharu, dengan sasaran berikut ini:
· Meningkatkan kerukunan dan toleransi masyarakat di Kecamatan Bontoharu.
· Meningkatkan pembinaan dan pencegahan penyalagunaan narkoba di Kecamatan Bontoharu dengan sasaran menurunkan kasus penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Bontoharu.

2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
Berdasarkan tujuan yang ditetapkan,Kecamatan Bontoharu akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurung waktu 1 sampai 5tahu ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta mempengaruhinya. factor lingkungan yang
Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bontoharu tahun 2025- 2029 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontoharu

	
NSPK	DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN
	


TUJUAN
	


SASARAN
	


INDIKATOR
	
BASELINE
	
TARGET TAHUN
	
KET

	
	
	
	
	TAHUN 2024
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik,partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di Kecamatan
melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien
	
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bontoharu
	

79,61%
	

79,65%
	

80%
	

82,5%
	

85%
	

88%
	

90%
	

	
	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan (S5)
	Nilai SAKIP Kecamatan Bontoharu
	
n/a
	
40
	
41
	
42
	
43
	
44
	
45
	

	
	
	Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat,mudah dan akuntabel (S1)
	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit)
	
10 menit
	
10 menit
	
8 menit
	
8 menit
	
5 menit
	
5 menit
	
5 menit
	

	
	
	
Menguatnya peran lembaga kemasyarakatanditingkat Desa / Kelurahan (S2)
	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari Kecamatan
	

2
Lembaga
	

2
Lembaga
	

2
Lembaga
	

2
Lembaga
	

2
Lembaga
	

2
Lembaga
	

2
Lembaga
	

	
	
	Meningkatnya pembinaan	terhadap UMKMdi		wilyah Kecamatan (S3)
	
Pertumbuhan jumlah UMKM di Wilayah Kecamatan
	

35%
	

37%
	

39%
	

41%
	

43%
	

45%
	

47%
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	Meningkatnya Koordinasi		dengan unsur Forum koordinasi Pimpinan	Kecamatan (FORKOPIMCAM)
dalam menjaga stabilitas keamanan (S4)
	

Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam
	


4 kali
	


4 kali
	


4 kali
	


4 kali
	


4 kali
	


4 kali
	


4 kali
	



3. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontoharu
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Kecamatan Bontoharu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Strategi merupakan tahapan atau langkah-langkah perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan. Strategi mengimplementasikan sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan sejumlah arah kebijakan. Perumusan strategi dirumuskan dengan memperhatikan masalah agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.
Adapun strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai yaitu :
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1. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur;
2. Mengintegrasikan sisteminformasiyang ada untukmeningkatkan efisiensi dan efektivitas;
3. Meningkatkan Kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat pedesaan;
5. Meningkatkan keterampilanmanajerial dan pengetahuan teknis aparatur desa;
6. Mengadakan sosialisasi, dialog dan komunikasi antar kelompok masyarakat untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi;
7. Mengembangkan kerja sama antar lembaga dan masyarakat;
8. Mengembangkan kkerja sama antar lembaga-lembaga yang terkait;


Selanjutnya Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan,dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas	strategi	sehingga	lebih	spesifik/fokus,konkrit,dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontoharu yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih;dan
4. 	Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontoharu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjukdalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi,maka arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Bontoharu sampai dengan akhir tahun 2029 dirumuskan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur;
2. Mengimplementasikan Teknologi informasi;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan;
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan;
5. Meningkatkan Kapasitas dan kompetensi aparatur desa;
6. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keragaman;
7. Meningkatkan Penangan Konflik;
8. Meningkatkan Pencegahan dan edukasi.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025- 2029dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL. 2.2. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA


	NO
	OPERASIONALISASI NSPK
	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

	1
	2
	3
	4

	1
	
	Meningkatkan pembangunan perdesaan mewujudkan desa mandiri
	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa

	
	
	
	Peningkatan Peran Kecamatan

	
	
	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia
	Peningkatan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan, aparatur dan masyarakat

	
	
	
	Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat, kearifan lokal

	
	
	Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban masyarakat
	Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025- 2029,maka Kecamatan Bontoharu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025- 2029.Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontoharu dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Bontoharu akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.
Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontoharu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2025-2029 sebagai berikut:
1. Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat,mudah dan akuntabel.
2. Menguatnya	peran	lembaga	kemasyarakatan	di	timgkat Desa/Kelurahan.
3. Meningkatnya Meningkatnya Pembinaan terhadap UMKM di Wilayah Kecamatan.
4. Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi,utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu,Setiap lembaga atau instansi Pemerintah Wajib merumuskan indikator kinerja sebagai berikut :
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TABEL. 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BONTOHARU

	
NO
	
INDIKATOR
	
SATUAN
	TARGET TAHUN
	
KET

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bontoharu
	
Persen
	
79,65%
	
80%
	
82,5%
	
85%
	
88%
	
90%
	

	
1
	
Nilai SAKIP Kecamatan Bontoharu
	
n/a
	
40
	
41
	
42
	
43
	
44
	
45
	

	
2
	
Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit)
	
menit
	
10 menit
	
8 menit
	
8 menit
	
5 menit
	
5 menit
	
5 menit
	

	
3
	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari Kecamatan
	

Lembaga
	
2
Lembaga
	
2
Lembaga
	
2
Lembaga
	
2
Lembaga
	
2
Lembaga
	
2
Lembaga
	

	
4
	
Pertumbuhan jumlah UMKM di Wilayah Kecamatan
	
Persen
	
37%
	
39%
	
41%
	
43%
	
45%
	
47%
	

	
5
	
Jumlah	Rapat	Koordinasi	yang dilaksanakan bersama Forkopimcam
	
kali
	
4 kali
	
4 kali
	
4 kali
	
4 kali
	
4 kali
	
4 kali
	





C. RENCANA KERJA TAHUNAN
Dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2025, Kecamatan Bontoharu telah menyusun Rencana Kerja Tahunan telah menyusun program yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
· Perencanaan, Penganggaran&Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
· Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
· Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

· Administrasi Umum Perangkat Daerah
· Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
· Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
· Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
· Pelaksanaan	urusan	pemerintahan	yang	terkait	dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
· Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
· Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman&Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa


D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bontoharu adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Camat Bontoharu kepada Pejabat Eselon III dan IV yang berada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Bontoharu, sebagaimana terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
A. [bookmark: _TOC_250001]PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja maupun Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Pemerintah Kecamatan Bontoharu dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
Realisasi
Capaian indikator kinerja =		x	100% Rencana

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Rencana – (Realisasi-Rencana)
Capaian indikator kinerja =	x 100%
Rencana

Atau

(2x Rencana) – Realisasi
Capaian indikator kinerja =		x 100% Rencana



Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Bontoharu Tahun 2025
Secara umum Pemerintah Kecamatan Bontoharu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontoharu Tahun 2025-2029.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontoharu Tahun 2025, sebagai berikut :

TABEL. 3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar
	No
	Indikator
	Satuan
	Target
	Realiasi
	Capaian
	Keterangan

	
1
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di
Kecamatan Bontoharu
	
Persen
	
79,65%
	
79.50%
	
99.81%
	

	2
	Nilai SAKIP Kecamatan Bontoharu
	n/a
	40
	40
	100%
	

	3
	Waktu rata-rata penyelesaianlayanan
administrasi (menit)
	Menit
	10
	8
	125%
	

	
4
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan
fasilitasi dari Kecamatan
	
Lembaga
	2
Lembaga
	2
Lembaga
	
100%
	

	5
	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Wilayah
Kecamatan
	Persen
	37
Persen
	37
Persen
	100%
	

	
6
	Jumlah Rapat Koordinasi yangdilaksanakan bersama Forkopimcam
	
Kali
	
4 Kali
	
4 Kali
	
100%
	



C. Realisasi Keuangan Kecamatan Bontoharu 2025
Realisasi Keuangan Kecamatan Bontoharu Tahun 2025, disajikan dalam bentuk tabel realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :


Tabel 3.3.	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


	NO.
	PROGRAM DAN KEGIATAN
	ANGGARAN
	HASIL
	KET

	
	
	TARGET
	REALISASI
	TARGET
	REALISASI
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	3.069.159.100,00
	2.964.580.290,00
	
	
	

	I.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	10.050.000,00
	9.996.580,00
	
	
	

	1.
	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.550.000,00
	3.522.070,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun (3 Dokumen ; Renstra, Renja Pokok dan Renja Perubahan)
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Juknis
	

	2.
	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	3.000.000,00
	1.862.500,00
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang Disusun (2 Dokumen ; RKA dan DPA)
	Tersusunnya Dokumen DPA Sesuai Juknis
	

	3.
	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	2.000.000,00
	1.999.000,00
	Jumlah Dokumen DPAP-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPAP-SKPD yang
Disusun (2 Dokumen ; RKAP dan DPAP)
	Tersusunnya Dokumen DPAP Sesuai Juknis
	

	4.
	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	
1.500.000,00
	
1.476.510,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun
(3 Dokumen ; LAKIP,LKPJ dan RFK)
	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Sesuai Juknis
	

	II.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.724.195.000,00
	2.529.767.699,00
	
	
	

	1.
	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.721.195.000,00
	2.526.791.189,00
	Administrasi Keuangan dan Belanja Pegawai/ASN Terpenuhi
	Terpenuhinya Belanja Pegawai/ASN (Gaji, dan lain-lain)
	

	2.
	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.000.000,00
	2.976.510,00
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhitr Tahun
	

	III.
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	
	
	

	1.
	: Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
	

	IV.
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5.300.000,00
	5.300.000,00
	
	
	

	1.
	: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	5.300.000,00
	5.300.000,00
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
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	2.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	65.983.800,00
	65.509.200,00
	
	
	

	3.
	: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	3.559.800,00
	3.559.700,00
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
	

	V
	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
	6.000.000,00
	6.000.000,00
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu
	

	1.
	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
	56.424.000,00
	55.949.500,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	

	2.
	Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	40.298.200,00
	38.609.000,00
	
	
	

	VII
	: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	40.298.200,00
	38.609.000,00
	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	Terpenuhinya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	

	1.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
	114.832.100,00
	114.289.182,00
	
	
	

	2.
	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
	17.485.000,00
	16.963.492,00
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	

	3.
	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	97.347.100,00
	97.325.690,00
	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (ATK, Belanja Makan Minum, Honor PHL, dan BPJS)
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	

	4.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	106.500.000,00
	104.528.479,00
	
	
	

	2
	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
	
60.910.000,00
	
58.938.479,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	

	I
	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.680.000,00
	5.680.000,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Pemeliharaan Laptop dan Printer)
	Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Pemeliharaan Laptop dan Printer)
	

	1.
	: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	3.050.000,00
	3.050.000,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara
	Terpenuhinya Aset Tetap Lainnya yang dipelihara
	

	II
	: Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	36.860.000,00
	36.860.000,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	

	1.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	6.999.800,00
	6.999.800,00
	
	
	

	
3
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
	2.990.000,00
	2.990.000,00
	
	
	




	
	Kecamatan
	
	
	
	
	

	VIII.
	: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
	2.990.000,00
	2.990.000,00
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penyusunan Laporan Penduduk)
	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penyusunan Laporan Penduduk)
	

	1.
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan Kepada Camat
	4.009.800,00
	4.009.800,00
	
	
	

	2.
	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil)
	4.009.800,00
	4.009.800,00
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Penyusunan Profil)
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Penyusunan Profil)
	

	IX.
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
	27.764.800,00
	27.764.800,00
	
	
	

	1.
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
	27.764.800,00
	27.764.800,00
	
	
	

	4.
	: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang
Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	
7.765.000,00
	
7.765.000,00
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Pembinaan dan Asistensi APBDes)
	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Pembinaan dan Asistensi APBDes)
	

	
	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	19.999.800,00
	19.999.800,00
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	

	
1..
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
	7.023.200,00
	6.999.750,00
	
	
	

	5
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.023.200,00
	6.999.750,00
	
	
	

	X.
	: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
	
7.023.200,00
	
6.999.750,00
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	

	1.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	36.816.200,00
	36.816.200,00
	
	
	

	2.
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
	36.816.200,00
	36.816.200,00
	
	
	




	
	Penugasan Kepala Daerah
	
	
	
	
	

	6
	
: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
	


21.816.200,00
	


21.816.200,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kegiatan HUT dan Hari Jadi)
	Terlaksanananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kegiatan HUT dan Hari Jadi)
	

	IX.
	: Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional
	
15.000.000,00
	
15.000.000,00
	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kegiatan MTQ/STQ)
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kegiatan MTQ/STQ)
	

	1.
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	15.999.600,00
	15.999.600,00
	
	
	

	2.
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	15.999.600,00
	15.999.600,00
	
	
	

	3.
	: Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
	8.999.800,00
	8.999.800,00
	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(Musrenbang Kecamatan)
	Tersedianya dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(Musrenbang Kecamatan)
	

	4.
	: Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
	6.999.800,00
	6.999.800,00
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Tersedianya Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	

	
	JUMLAH
	3.163.762.700,00
	2.964.580.290,00
	
	
	



[bookmark: _TOC_250000]BAB IV PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bontoharu Tahun 2025, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Bontoharu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (Lima) sasaran sebagaimana tertuang Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontoharu Tahun 2021 – 2026 rata-rata telah direalisasikan dengan Sangat Berhasil. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Kecamatan Bontoharu Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.
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Dengan   Laporan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP)  Kecamatan Bontoharu, dapat  diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah khususnya pada Kantor Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Bontoharu ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah, khususnya pada Kantor Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.
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